
 
  

 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 1/Pdt.Sus-

Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menolak gugatan Pembatalan Merek 

Terdaftar  milik Tergugat kurang tepat, karena tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 

ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 

Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, bahwa Merek  dan Merek 

  milik Penggugat merupakan Merek Terkenal, dan 

Merek   milik Tergugat mempunyai unsur persamaan pada pokoknya 

maupun keseluruhan dan unsur iktikad tidak baik dengan Merek milik 

Penggugat.  

2. Akibat hukum Merek  dan  milik Penggugat pada 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 1/Pdt.Sus-

Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tidak mendapatkan hak atas merek yang 

sah dan mutlak dari negara, telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis karena Merek milik Penggugat bukan Merek yang terdaftar. 
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B.      Saran 

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan lebih hati-hati dan 

teliti dalam melakukan pemeriksaan, penerimaan, dan pengawasan 

permohonan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.  

2. Pelaku bisnis sebaiknya memakai merek yang merupakan hasil dari 

pemikirannya sendiri dan tidak memakai merek milik orang lain apalagi 

sampai meniru produk-produk orang lain demi kepentingan pribadi. 

Pelaku bisnis diharapkan menciptakan persaingan usaha yang sehat 

dengan iktikad yang baik.


